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TENTANG
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa kusta masih menjadi masalah kesehatan di
indonesia karena menimbulkan masalah yang sangat
kompleks, bukan hanya dari segi medis tetapi meluas
hingga masalah sosial, ekonomi, dan budaya karena
masih terdapat stigma di masyarakat terhadap kusta dan
disabilitas yang ditimbulkannya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular, perlu
menyusun pedoman penanggulangan kusta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan

Kusta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014
tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENANGGULANGAN KUSTA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Kusta adalah penyakit infeksi kronik yang disebabkan
oleh kuman Mycobacterium leprae.
Penanggulangan Kusta adalah upaya kesehatan yang
ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan dan
memutus mata rantai penularan Kusta.
Eliminasi Kusta adalah kondisi penurunan penderita
terdaftar pada suatu wilayah.
Penderita Kusta adalah seseorang yang terinfeksi kuman
Mycobacterium leprae yang disertai tanda dan gejala
klinis.
Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis
dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang
Penderita Kusta dan kondisi yang mempengaruhi
terjadinya penularan Kusta untuk memperoleh dan
memberikan informasi guna mengarahkan tindakan
penanggulangan secara efektif dan efisien.
Kemoprofilaksis adalah pemberian obat pada kontak
Penderita Kusta untuk mencegah penularan Kusta.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan wupaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.
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10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

BAB II
TARGET DAN STRATEGI

Pasal 2

(1) Dalam rangka Penanggulangan Kusta, Pemerintah Pusat
menetapkan target Eliminasi Kusta.

(2) Penanggulangan Kusta bertujuan untuk mencapai
Eliminasi Kusta tingkat provinsi pada tahun 2019 dan
tingkat kabupaten/kota pada tahun 2024.

(3) Indikator pencapaian target Eliminasi Kusta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa angka prevalensi
<1/10.000 (kurang dari satu per sepuluh ribu)
penduduk.

Pasal 3

Strategi Eliminasi Kusta meliputi:

a. penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan
lintas sektor;

b. penguatan peran serta masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan;

c. penyediaan sumber daya yang mencukupi dalam
Penanggulangan Kusta; dan

d. penguatan sistem Surveilans serta pemantauan dan

evaluasi kegiatan Penanggulangan Kusta.

Pasal 4
Pelaksanaan target dan strategi Penanggulangan Kusta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 mengacu
pada Pedoman Penanggulangan Kusta  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB III
KEGIATAN PENANGGULANGAN KUSTA

Pasal 5
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan
Kusta.
Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan.

Pasal 6
Penyelenggaraan Penanggulangan Kusta dilaksanakan
melalui upaya pencegahan dan pengendalian.
Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. promosi kesehatan;
b. Surveilans;
c. Kemoprofilaksis; dan

d. tata laksana Penderita Kusta.

Pasal 7

Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diarahkan wuntuk
memberdayakan masyarakat agar mampu berperan aktif
dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan
serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk
pencegahan dan pengendalian Kusta.

Kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

a. memberikan informasi kepada masyarakat tentang
tanda dan gejala dini Kusta, serta teknis kegiatan
Penanggulangan Kusta;

b. mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat

untuk penghapusan stigma dan menghilangkan
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